
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dapat 
berhasil guna dan tepat guna, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di 
Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 
Tahun 2015 Ten tang Tata Cara Pengalokasian Bagian 
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa di Kabupaten Purbalingga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud h uruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten 
Purbalingga; 

BUPATI PURBALINGGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
NO MOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 
DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA 

TENTANG 

TAHUN 2020 NOMOR 1 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4438) 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanrl---t 



Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah untuk Desa di Kabupaten Purbalingga adalah untuk 
menunjang kegiatan peningkatan Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan, dan 
Penanggulangan Bencana sesuai kewenangan desa serta 
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retriiu' 1 =~ ~ 

Pasal 10 

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 64 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten 
Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2019 Nomor 64) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 20 TAHUN 
2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI 
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 
DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA 

MEMUTUSKAN : 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 632); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 30); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 41 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 J••u~ri 2 2t 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT URBALINGGA, 

p-AH HAYUN~G.PRATIWI j_ 

- 

Ditetapkan di Purbalingga 
Jada tanggal 2 J :i:. ri 2 2 

't,BUPATI PURBALINGGA, ( 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

( 


